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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kepatuhan wajib pajak 
UKM di lingkungan KPP Pratama Merauke pasca diberlakukannya penurunan tarif pajak 
dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak non karyawan atau pememilik Usaha UKM. 
Hal ini dapat dilihat dari rasio realisasi penyampaian SPT tahun 2017 sebesar 26,62 
persen meningkat menjadi 62, 78 persen pada Tahun 2018 atau meningkat sebesar 
36,16 persen. 
Keywords: Peraturan Pemerintah, Kepatuhan wajib pajak 
Abstract: This research aims to decrypt the level of compliance of SME taxpayers in the KPP Pratama 
Merauke environment after the enactment of the reduction in the tax rate with qualitatif method. The 
results of this study show that the implementation of Government Regulation No. 23 of 2018 on 
Taxpayer Compliance can improve the compliance of non-employee taxpayers or SME business 
owners. It can be seen from the realization ratio of SPT delivery in 2017 is 26, 62 percent increase to 
62,78 percent in 2018 or increase as much as 36.16 percent. 
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Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dikeluarkan oleh 
pemerintah sebagai upaya menyelaraskan peraturan pemerintah terkait perpajakan dengan 
perkembangan ekonomi di Indonesia, namun tidak hanya itu pada tahun 2013 melalui 
penetapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 seolah menjadi angin segar bagi 
pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dimana dalam aturan tersebut mengatur penggunaan 
tarif pajak 1% bagi UKM atas omset (peredaran bruto) bagi mereka yang memiliki 
penghasilan dibawah Rp 4,8 Miliar setiap tahun. Seolah mempermudah wajib pajak dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya dimana hanya dengan mengalikan 1% dari omset 
setiap bulannya dan melakukan pembayaran maka kewajiban bulanan pun sudah terpenuhi 
tanpa harus direpotkan dengan laporan yang lengkap atas biaya dan pendapatan yang 
dimiliki. Sesederhana itu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah namun perlu disadarai 
upaya-upaya penyederhaan yang dilakukan oleh pemerintah tentu memiliki maksud dan 
tujuan tertentu. Aturan yang dibuat oleh pemerintah ini adalah upaya menyederhanakan 
proses pemungutan pajak di Indonesia dengan harapan bahwa adanya kesadaran 
masyarakat untuk berpartisipasi dan patuh dalam mlaksanakan kewajiban pajaknya. 
Pasca penerapan PP 46 Tahun 2013, pemerintah terus berupaya dalam mendorong sektor 
UKM, salah satunya dengan terealisasinya pendampingan bagi wirausaha melalu inkubator 
wirausaha yang diatur dalam peraturan pemerinta nomor 27 tahun 2013 tentang inkubator 
wirausaha. Program inkubator wirausaha memiliki peran dalam mengembangkan minat 
berwirausaha bagi masyarakat serta memiliki peran dalam pendampingan wirausaha untuk 
menjadi berkembang.  5 tahun pasca implementasi  Peraturan Pemenerintah Nomor 46 
tahun 2013,  sebagai penggantinya  pemerintah  telah menerbitkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 tahun 2018 tetantang pajak penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak 
yang memiliki peredaran bruto tertentu. Hal yang menarik dari peraturan baru ini adalah 
tarif pajak 1% kini telah diturunkan menjadi 0,5%. Penurunan tarif ini sebagai upaya 
keseriusan pemerintah dalam membina UKM agar menjadi patuh dan turut berpartisipasi 
dalam proses pembangunan.  
Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini pajak tetap menjadi penyumbang besar 
dalam mengisi anggaran negara, sehingga sudah menjadi hal yang wajar jika pemerintah 
terus mencari berbagai alternatif sebagai upaya penyempurnaan sistem perpajakan dengan 
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harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan penerimaan 
negara. Berdasarkan laporan kinerja pajak diketahui realisasi penerimaan terlihat pada tabel 
1 di bawah ini: 
Tabel 1. Perencanaan dan Realisasi Penerimaan Pajak 
Keterangan 2016 (miliar) 2017 (miliar ) 2018 (miliar) 
Target 1.355,20 1.283,57 1.424,00 
Realisasi 1.105,73 1.151,03 1.315,51 
Capaian 81,59% 89,67% 92,24% 
  Sumber: LAKIN DJP Tahun 2018 
Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa kinerja fiskus selalu meningkat setiap tahunnya 
yang berarti bahwa upaya yang dilakukan selama ini telah berhasil dalam meningkatkan 
penerimaan negara. Selain tingkat penerimaan pajak yang meningkat hal yang lain yang 
menarik adalah statistik kepatuhan wajib pajak yang ada di daerah, tanpa terkecuali KPP 
Pratama Merauke. Penurunan tarif sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 tahun 2018 tetantang pajak penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak 
yang memiliki peredaran bruto tertentu, merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam 
rangka meningkatkan ekonomi makro perekonomian nasional. Dilain pihak, penurunan tarif 
pajak tersebut dapat menstimulasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak 
terutangnya. KPP Pratama Merauke memiliki ruang lingkup luas, namun dari sisi 
penyampaian SPT rendah. Pada tahun 2015 jumlah Wajiib pajak terdapat sebanyak 2.351 
Wajib Pajak, namun yang menyampaikan SPT hanya 676 wajib pajak atau 28,75 persen.  
Kemudian menurun di tahun 2016. Jumlah wajib terdaftar sebagai meningkat menjadi 2.894, 
namun tingkat penyampaian SPT menurun dari tahun sebelum yakni 658 wajib pajak atau 
setara dengan 26,73 persen. Fokus kajian ini adalah untuk mendeskripsikan kepatuhan wajib 
pajak UKM pasca diberlakukannya penurunan tarif pajak. 
Metode  
Penelitian menggunakan paradigma kualitatif dekskriptif dengan metode wawancara 
dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini merupakan bentuk 
pengamatan terhadap kepatuhan wajib pajak non karyawan atau pemilik UKM yang telah 
melaporkan kewajiban pajaknya menurut kententuan PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP 
Pratama Merauke. Kepatuhan wajib pajak diukur dengan trend penyampaian SPT wajib 
Pajak non Karyawan. Analisis data yang dilakukan menggunakan model Miles dan 
Huberman (1984) yakni data reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dan 
memverifikasi. Subjek penelitian ini disajikan dalam tabel berkut: 
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Tabel.2. Informan Penelitian 
No Subjek Informan Jumlah 
1. Pegawai KPP Pratama 
Merauke 
1 Orang 
2. WP Non Karyawan / 
Pelaku UMK 
3 Orang 
  Sumber: Data diolah tahun 2019 
Sementara penilaian kepatuhan perpajakan menggunakan Indikator kepatuhan formal 
yang diatur di dalam UU Perpajakan No 28 Tahun 2007, sebagaimana diringkas di dalam 
tabel 1. 
 
Tabel 3. Indikator Kepatuhan Formal 
No Pasal Perihal 
1 2 ayat (1) Pendaftaran & pengukuhan 
2 2 ayat (2) Pendaftaran dan 
pengukuhan 
3 3 ayat (1) Kewajiban penyampaian 
SPT 
4 3 ayat (2) Batas waktu penyampaian 
SPT 
5 9 ayat (1) Pembayaran dan 
penyetoran pajak 
         Sumber: UU Perpajakan No 28 Tahun 2007 
 
Hasil dan Pembahasan 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Hubungan antara Kepatuhan Wajib pajak dengan peraturan perpajakan terletak pada 
kepatuhan wajib pajak itu sendiri untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah 
ditetapkan di dalam peraturan perpajakan untuk memenuhi kewajiban pajak. Pada 
prinsipnya wajib pajak memahami bahwa pajak merupakan beban yang harus ditanggung 
dan menjadi unsur pengurang penghasilan yang diperolehnya sehingga berbagai upaya 
akan dilakukan untuk meminimalisir beban pajaknya. Hal ini sangat memungkinkan 
dilakukan oleh wajib pajak dengan self assesment system. Dengan kelemahan sistem 
pemungutan fiskus senantiasa melakukan eduksi bagi wajib pajak sebagai langkah bijak 
dalam meminimalisir kemungkinan terjadi kecurangan. Fiskus telah melakukan berbagai 
reformasi  di bidang perpajakan  seperti pada tahun 2015 pemerintah mencanangkan sebagai 
tahun pembinaan bagi wajib pajak, beberapa produk aturan pun telah dikeluarkan untuk 
menyelaraskan perkebangan dunia bisnis baik dari segi sistem pelayanan, sistem pelaporan, 
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sistem pembayaran serta perangkat aturan terkait tarif pemungutan pajak yang bertujuan 
untuk meningkatkan penerimaan pajak. 
Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap 
kepatuhan wajib pajak antara lain modernisasi perpajakan (Rahayu dan Salsalina, 2009), 
sosialisasi perpajakan (Wardani, 2018), keadilan pajak (Yuliana, 2014), struktur tarif pajak 
(Wulandari, 2017), Sanksi Pajak (Wahyu, 2016). Faktor-faktor merepresentasikan banyaknya 
cara untuk meningkatkan keasadaran wajib pajak untuk memenuhi pajak terutangnya. 













        Gambar 1. Model Kepatuhan Wajib Pajak 
 
Dari gambar diatas memperlihatkan bahwa bisnis, industri, sosiologis, ekonomi dan 
psikologis mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Model bisnis yang lebih maju tentu 
memiliki manajemen yang lebih baik dibanding dengan pengelolaan bisnis yang sederhana, 
model bisnis yang maju tentu dikelola oleh sumberdaya yang profesional. Dalam hal hak 
dan kewajiban tentu akan dilaksanakan dengan baik, salah satunya adalah kewajiban 
perpajakan karena pada prinsipnya pajak yang bersifat memaksa (Widyaningsih, 2011) akan 
memberikan sanksi berupa kompensasi bagi wajib pajak yang dengan sengaja/lalai 
menunaikan kewajiban perpajakannya. 
Pemenuhan pajak terutang oleh wajib pajak dapat direpresentasikan dari tingkat 
partisipasinya dalam menjalankan kewajibannya. Patuh, syarat akan makna tindakan yang 
sesuai pada hakekatnya. Patuh identik dengan kesesuaian pada aturan. Menurut Prihartanto 
dan Pusposari (2014) kepatuhan adalah dilaksanakannya kewajiban seseorang secara disiplin 
tanpa adanya unsur pelanggaran. Dalam keputusannya No. 544/KMK.04/2000 menteri 
keuangan menyatakan kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu 
penyampaian SPT untuk semua jenis pajak selama dua tahun terakhir, tidak memiliki utang 
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pajak (kecuali adanya ijin yang diperoleh untuk mengangsur), dan tidak pernah menerima 
hukuman akibat tindak pidanan perpajakan selama sepuluh tahun terakhir. 
Kepatuhan wajib pajak dapat dikategorikan menjadi dua: pertama, kepatuhan formal. 
Kepatuhan formal didasari dengan adanya pemahaman akan ketentuan-ketentuan 
perpajakan. Tabel 3 menunjukkan indikator-indikator kepatuhan formal menurut Undang-
Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Indikator kapatuhan pajak 
tersebut menunjukkan indikator kepatuan formal kewajiban seseorang jika secara Undang-
Undang dinyatakan memenuhi syarat dan selanjutnya akan mendaftarkan diri untuk 
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. 
Setelah terdaftar, maka seorang wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar dan 
menyampaikan surat pemberitahuan pajak (SPT) sesuai aturan yang berlaku. Kedua, 
kepatuhan materil. Selain kepatuhan formal, kepatuhan materil pun perlu diperhatikan. 
Seseorang yang taat membayar pajak boleh dikatakan patuh secara formal namun dari segi 
materil, tidak dapat dikatakan patuh karena adanya ketidaksesuaian antara penghasilan 
yang diterima dengan yang dilaporkannya. Widodo (2010) mendefinisikan kepatuhan 
materil sebagai suatau keadaan dimana wajib pajak secara subtantif memenuhi semua 
ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Inti 
dari kepatuhan materil adalah ketaatan dalam menjalankan kewajiban dengan prinsip 
kejujuran. 
 
Tigkat Kepatuhan Wajib Pajak UKM di Kabupaten Merauke 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Merauke dibentuk sejak tanggal 1 Desember 2008 
merupakan pengembangan dari Kantor Pelayanan dan Pengawasan Potensi Perpajakan. 
Wilaya kerja KPP Pratama Merauke meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, 
Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat. Dari 4 kabupaten ini diketahui bahwa luas total 
wilaya kerja KPP Pratama Merauke cukup luas. Informan dari salah seorang pegawai KPP 
Pratama Merauke menyatakan pendapatnya bahwa: 
“wilaya kerja KPP Pratama Merauke cukup luas karena mencakup 4 kabupaten, dan ini sangat luas 
jika dibandingkan dengan KPP lainnya, wilaya kerja KPP Pratama Merauke sebangding dengan 93% 
luas pulau jawa”. 
  Dengan wilayah kerja yang cukup luas, menjadi tantangan tersendiri bagi KPP Pratama 
Merauke untuk menertibkan wajib pajak. Namun pada kenyataanya disampaikan bahwa: 
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“di Merauke ini termasuk yang pertumbuhannya bagus pak, “kepatuhannya”… Kalau dilihat dari 
data se Papua Maluku... 
Pernyataan di atas didukung oleh data. Berikut merupakan data realisasi SPT Wajib 
Pajak Non Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Merauke. 
Tabel 4. Data Wajib Pajak Non Karyawan yang Mendaftarkan Diri 
 






2015 4.195  
2016 5.031 19,92% 
2017 6.181 22,85% 
2018 7.098 14,83% 
   Sumber: Data KPP Pratama Merauke 2019. 
Trend wajib Pajak yang mendaftar di wilayah KPP Pratama Merauke cenderung 
meningkat. Tabel 4 di atas memberikan gambaran bahwa setiap tahunnya meningkat 
kuantitas wajib pajak yang mendaftarkan diri. Dalam teori kepatuhan formal wajib pajak di 
wilayah Kerja KPP Pratama Merauke sudah baik karena adanya peningkatan jumlah wajib 
pajak setiap tahunnya. Setelah pemerintah menetapkan peraturan nomor 23 tahun 2018, 
kepatuhan penyampaian Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pratama Merauke meningkat dari 
tahun seebelumnya.  Peningkatan Wajib Pajak sebanyak 727 Wajib pajak, sementara realisasi 
penyampaian SPT meningkat 1660 dari tahun sebelumnya.  Hal ini menandakan bahwa, 
penurunan tarif pajak dapat mendorong wajib pajak non karyawan khusus pelaku UKM 
dalam memenuhi pajak terutanya. Tabel 5 berikut ini memperlihatkan penyampaian SPT di 
lingkungan KPP Pratama Merauke selama empat tahun terakhir. 
Tabel 5. Data Realisasi SPT 
 




2015 2.351 676 28,75% 
2016 2.894 658 22,73% 
2017 3.328 886 26,62% 
2018 4.055 2546 62,78% 
Sumber: Data KPP Pratama Merauke 2019. 
Data Realisasi menyampaian SPT (tabel 5) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terjadi 
peningkatan realisasi penyampaian SPT wajib pajak non karyawan yang cukup signifikan 
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dari tahun 2017. Realisasi penyampaian SPT dalam dua tahun trakhir meningkat sebesar 
36.16 persen. Hal ini mencerminkan bahwa adanya efek dari penurunan tarif pajak yang 
diberlakukan pada bulan Juni tahun 2018 dapat meningkatan kepatuhan syarat formil wajib. 
Kebijakan penurunan tarif pajak tersebut sebagai upaya pemerintah dalam mendorong 
perekonomian sektor riil dengan harapan dapat mengurangi beban (pengurangan 
penghasilan) wajib pajak UKM. Penurunan tarif pajak dibarengi dengan kemudahan dalam 
proses perhitungan dan pelaporan pajak non karyawan. Salah seorang Informan sebagai 
pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Merauke berpendapat bahwa: 
“penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% memang sangat tepat karena kami pengusaha kecil 
memiliki penghasilan yang pas-pasan, … system pelaporan pajak pun saya rasa mudah karena kita 
menghitung hanya omset satu bulan dikalikan 0,5% dan mudah untuk membayar setiap bulannya..” 
Dalam penyelenggaraan negara, penerimaan dari sektor pajak sangatlah penting karena 
pajak sebagai kekuatan negara dari aspek keuangan. Oleh karenanya, apabila penerimaan 
negara mengalami gangguan, dampaknya akan merembes ke berbagai sektor bahkan 
stabilitas perekonomin, stabilitas keamanan, stabilitas politik hingga merembes pada 
pelayanan publik yang kurang berkualitas. Seluruh sektor kehidupan masyarakat dapat 
dibiayai oleh pemerintah melalui pajak. Pajak merupakan kontribusi yang sifatnya memaksa 
secara Undang-Undang dan hasil pungutanya dikembalikan kepada masyarakat melalui 
pelayanan publik yang berkualitas seperti fasilitas transportasi yang memadai, menciptakan 
stimulus ekonomi yang berpihak kepada semua pihak. 
PP 23 merupakan salah satu bentuk reformasi dibidang perpajakan yang berusaha 
mendorong partisipasi bagi mereka yang dianggap layak dan telah memenuhi kewajiban 
pajak terutangnya dengan tetap menjamin keberlangsungan usahanya. Kebijakan yang tidak 
memihak pun tidak menutup kemungkinan akan menciptakan peluang penghindaraan 
pajak oleh wajib pajak sehingga berdampak juga terhdap pendapatan pajak negara itu 
sendiri.  Oleh karena itu, pelayanan fiskus dan wajib pajak terutama dunia usaha saling 
membutuhkan dan saling memperkuat bukan saling mengeliminasi. Hubungan kausalitas 
yang baik ini dapat dipelihara dengan baik sehingga satu sisi pendapatan pajak negara 
meningkat yang diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar 
pajak terutangnya. Hasil studi empiris ini memperkuat bahwa pengurangan pajak dan 
sistem penyederhanaan perpajakan oleh fiskus dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak 
di KPP pratama Merauke.  
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Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan nyata yang dilakukan wajib pajak dalam 
pemenuhan kewajiban perpajakan baik secara formal atau materil. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak non karyawan 
atau pemilik UKM. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penyampaian SPT tahun 2017 
26,62% meningkat menjadi 62,78% pada Tahun 2018, atau meningkat sebesar 36,16%. 
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